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TENTANG

PERUBAHAMN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR @ 016 MHE_C1 0.1 8052023 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS

PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAY A

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA.

Menimiaing : a.

Mengingat : 1.

Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara terib
untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan
Umurm atau Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubemur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Kepulusan Hetua Badan Pengawas
Pemilihan Umum HKota Surasbaya tentang Pembentukan Unit
Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.;

Undamng-Undang Momor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Mamor 1 Tahun
2014 tentang Pemilinan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Momor & Tahwn 2020 tentang Penstapan
Peraturan Pemerntah Pengganti Undang-Undang Momor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Momor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang MNomor 1 Tahunm 2014 ftemtang Pemilihan
Gubamur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Momor T tahun 2017 tentang Pemilinan Umum
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 20107 Momor 181);
Feraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Momor & Tahun
2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
Dian Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan
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Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Momor 19 Tahun
2018 Tentang Pengelolaan Barang Owgsan Pelanggaran
Pemilithan Umum dam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

5. Peraturam Badan Pengawas Pemilihan Umum Momor 7 Tahun
2022 Temtang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
Pemiliham Limum;

G. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Momor @ Tahumn
2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Momor 8 Tahun
2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubemur Dan
Wakil Gubermur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan
Wakil Wali Kota

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Momor 5 Tahun
2020 Tentang Peraturan Bersama Hetua Badam Pengawas
Pemiliham Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Megara
Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia;

& Peraturam Badan Pengawas Pemilihan Umum Momor 8 Tahumn
2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan
Lrnwmm

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Momor @ Tahun
2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi
Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubermur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Teqadi Secara
Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;

10.Peraturan Badan Pengawas Pemiliham Umum  Momor 1 Tahun
2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Urnum Prosinsi,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Habupatenota, Panitia
Fengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum EelurahanTesa, Panitia Pengawas Pemilihan
Urmum Luar Meger dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Momor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturam Badan Pengawas Pemilihan Umum Momor 1 Tahun
2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Prowvinsi,
Badan Pengawas Pemilihan Umum HKabupatenota, Panitia
Fengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Penagwas
Pemilihan Umum HEelurahanDesa, Panitia Pengawas Pemilihan
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Wakil Wali Kota;

4. Peraturam Badan Pengawas Pemilinan Umum Momor 19 Tahumn
2018 Tentamg Pengelolaan Barang Owgaan Pelanggaran
Pemilihan Umum dan Pemilthan Gubemur dan Wakil Gubermur,
Bupat dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Momor 7 Tahumn
2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
Pemilihan Unmum;

G. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umurm Momor @ Tahun
2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Momor 8 Tahum
2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubermur Dan
Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan
Wakil Wali Kota

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Momor 5§ Tahun
2020 Tentang Peraturan Bersama Keiua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Megara
Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Momor 8 Tahun
2022 Tentang Peny=lesaian Pelanggaran Administratif Pemilinan
Lrnwm

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Momor 8 Tahun
2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi
Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubermur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Teqgadi Secara
Terstruktur, Sistematis, Dlan kasif;

10.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Momor 1 Tahun
2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengswas
Pamilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Badan Pengawas Pemilihan Umum KabupatenMota, Panitia
Pengawas Pemilthan Umum Kecamatan, Paniia Pengawas
Pemilihan Umum Helurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan
Urmum Luar Megen dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Momor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Femgawas Pemilihan Umum Momor 1 Tahun
2020 tentang Tata Kera dan Pola Hubungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provimsi,
Badan Pengawas Pemilihan Umum KabupatenMota, Panitia
Pengawas Pemilithan Umum Eecamatan, Panitia Penagwas
Pemilihan Urmum HKelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilinan
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KELIMA : Keputusan imi mulal berdaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian har temyata terdapat kekelinuan dalam penetapan ini
akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 17 Juli 2025

HOVLI BERMADO TYSSEM
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Lampiran Surat Keputusan Katua
Badan Pengawas Pemilinan Umum Kota Surabaya

Momaor

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PEMGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAMN PEMILU DAN PEMILIHAN
BAWASLU KOTA SURABAYA

D ETTHELDT.O 1R JI-2B/07 2025
Tanggal : 17 Juli 2025

NO HAMA JABATAM KEDUDUKAM DALAM TIM
Dimas Anggara. S Pd Hoordinator Divisi Penanganan
1 Pelanggaran Bawaslu Kota Penanggung Jawab
Surabaya
Subbagian Penanganan, Kenala Linit B
2 | Aria Pratomi Adi Saputra, 5 H | Pelanggaran dan Penyelesaian =paa | arana
Dugaan Pelanggaran
Sengketa Porses dan Hukum
StafF ]
. Staff Subbagan F‘mﬂ'q;mm clola Dugaan
3 | Rahmat Setiyono, 5.50s Pelanggaran, Penyslesaian
Sengketa Proses dan Hukum sgaran
Staff ian
- . Staff Subbag F‘H‘;mgmm clola Dugaan
4 | Chinstin Dish Susanti, 5.H Pelanggaran, Penyslzsaian
Pelanggaran
Sengketa Proses dam Hukum
StafF ]
. o - Staff Subbagan F‘mﬂ'q;mm clola Dugaan
5 | Fitr Marindhi Aprilia, 5.1AIM Pelanggaran, Penyelesaian
Pelanggaran
Sengketa Proses dan Hukum
Staf an
. Staff Subbag F'mmmm clola Dugaan
G | Raditya Putera Bayu Pelanggaran, Penyslesaian
Pelanggaran
Sengketa Proses dam Hukum
KETUA,

HOVLI BERMADD TYSSEM
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